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Abstract

The anthority of the State in the acquisition of land rights for the public interest in Indonesia is derived
Jfrom: the State's Right to Control. Becanse of that, on the basis of that anthority, the state has the right
to take over citizens' land with the provision of providing proper compensation. To provide legality for
this anthority, the State issued Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land
Procurement for Public Interests. Inmplementation of Forms of Compensation according to Law no. 2 of
2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest, clearly states that
Compensation is a proper and fair compensation to the entitled party in the land acquisition process.
Assessment of the value of Compensation is carried ont plot per plot of land, including: land, above-
ground and undergronnd space, buildings, plants, objects related to land, and other losses that can be
assessed. Based on the assessment of the amonnt of Compensation, the provision of Compensation can

be given in the form of: money, replacement land, resettlement, share ownership and other forms.

Keywords: Revocation of rights, Public interest, Land

Abstrak : Kewenangan Negara dalam pengambilalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum di
Indonesia diderivasikan dari Hak Menguasai Negara. Oleh karna itu, atas dasar kewenangannya
itulah maka Negara berhak mengambilalih tanah warga dengan ketentuan memberikan ganti rugi
yang layak. Untuk memberikan legalitas atas kewenangan tersebut, maka Negara menerbitkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum. Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa
Ganti Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan
tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah,
ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan
kerugian lain yang dapat dinilai. Berdasarkan penilaian besarnya Ganti Kerugian pemberian Ganti
Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan
saham dan bentuk lain.

Kata Kunci : Pencabutan Hak, Kepentingan Umum, Tanah
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PENDAHULUAN

Pada tahun 1960 dengan lahirnya UUPA tidak diatur secara tegas mengenai
pembebasan tanah. Sedangkan pencabutan tanah secara tegas diatur dalam UUPA. Dalam
Pasal 18 UUPA disebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa
dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang,
Dari ketentuan Pasal 18 UUPA tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencabutan hak atas
tanah tersebut dapat dilakukan sepanjang tanah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan
umum. Dipertegas lagi dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa “semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”. Artinya bahwa tanah tidak hanya diatur dan dikelola oleh negara
namun dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara memiliki kekuasaan
atas tanah dalam arti negara mempunyai kewenangan untuk mengatur semua hubungan atas
tanah agar berbagai dimensi kebutuhan masyarakat secara perorangan maupun kelompok

dapat terpenubhi.

Pada perkembangannya, kepentingan umum ini menjadi suatu permasalahan yang
besar dalam kehidupan masyarakat, yaitu sejak unifikasi dari Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hingga
muncul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Kepentingan Umum masih membatasi konsep kepentingan umum ke dalam
suatu daftar kegiatan, tanpa menjelaskan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk dalam
daftar kegiatan tersebut. Menurut Hybers, kepentingan umum merupakan kepentingan
masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut
petlindungan hak-hak individu sebgai warga negara, dan menyangkut pengadaan serta
pemeliharaan sarana publik, dan pelayanan kepada publik. Kepentingan umum juga
dikatakan sebagai suatu proyek yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat dan tidak

bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pengambilan tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan atau
penyelenggaraan kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. 3 (tiga) cara
tersebut antara lain meliputi : “pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan
tanah), pencabutan hak atas tanah dan perolehan tanah secara langsung (jual beli, tukar-

menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela)”. Pengadaan tanah merupakan
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perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan,
khususnya bagi kepentingan umum. “Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan
cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang

tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan”.

Masalah ganti rugi ini menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses
pengadaan tanah. Negosiasi mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali menjadi
proses yang paling panjang dan berlarut-larut akibat tidak adanya titik temu yang disepakati
oleh para pihak yang bersangkutan. Proses yang berlarut-larut tersebut sangatlah merugikan
bagi jalannya pembangunan itu sendiri. Dalam contoh seperti tertundanya proyek
pembangunan jalan seperti Ring Road II Kota Manado dan Jalan Tool Manado Bitung yang

antara lain penyebabnya ialah belum terselesaikannya masalah pembebasan lahan warga.

Jika dilihat dalam lingkup lebih luas maka ternyata hal ini menjadi masalah umum di
Indonesia. Bila hal ini tidak diantisipasi maka dengan jelas dapat mengganggu jalannya
pembangunan negara, sementara itu hak atas tanah oleh individu merupakan hal yang perlu
mendapat perhatian secara seimbang oleh Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa pada banyak
kasus pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan maka bentuk dan besaran ganti rugi
menjadi persoalan utama. Seringkali terjadi warga yang tanahnya terkena dalam rencana
pembangunan dalam kenyataan menolak untuk bentuk dan besaran ganti rugi bahkan

menolak untuk negosiasi apapun juga dengan berbagai alasan pribadi.

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas oleh
penulis adalah bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi akibat pembebasan hak atas tanah
bagi kepentingan umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Kepentingan Umum.

METODE

Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (normative legal
research) yaitu “merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan
sekunder”. Bahan materi hukum yang digunakan penelitian ini adalah bahan hukum primer,
skunder, dan tersier dengan metode pengumpulan dengan studi kepustakaan kemudian di
analisis yang digunakan instrumen teori hukum dengan pendekatan konsep (consep

approach) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan pada bulan Januari 2012,
merupakan undang-undang yang ditunggu-tunggu. Alasan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 karena pelaksanaan pengadaan tanah pada saat ini masih lambat dalam
mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pengadaan tanah selama ini masih
dilakukan secara ad hoc dan menimbulkan banyak permasalahan serta belum menjamin
kepastian waktu dalam pembebasan tanahnya. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur teknis pembebasan lahan, maka pada tanggal
7 Agustus 2012 yang lalu, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan sebuah langkah perbaikan,
karena peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap belum memenuhi rasa keadilan
bagi pihak yang kehilangan tanahnya. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut
diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah. Beberapa
permasalahan mendasar dalam proses pengadaan tanah selama ini antara lain: pertama, belum
tersedianya aturan dasar, prinsip, prosedur dan mekanisme pengadaan tanah; kedua, belum
ditetapkannya kelembagaan pengadaan tanah; ketiga, tidak adanya peraturan khusus
pembiayaan pengadaan tanah; dan keempat, belum jelasnya kriteria kegiatan yang dapat
dikategorikan sebagai kepentingan umum. Keempat permasalahan tersebut menjadi salah

satu penghambat untuk mencapai tujuan pembangunan untuk kepentingan umum.

Jika ditelaah secara seksama, pada bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 termaktub politik perundang-undangan (legal politics) sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum,
diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip
kemanusiaan, demokratis, dan adil;

c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan

pembangunan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf ¢, perlu membentuk undang-undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum.

Berkenaan dengan kriteria kepentingan umum dalam konteks pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, definisi
pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya sudah diuraikan dalam Pasal 1 angka
0, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 1
angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan definisi mengenai kepentingan
umum sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada Pasal 9 ayat (1)
lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
memperhatikan  keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan
masyarakat. Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang ini ditentukan bahwa tanah untuk

kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi
kereta api;

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan
sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

f.  pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

/o

tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

—

fasilitas keselamatan umum;

k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l.  fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;

n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
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Selanjutnya, untuk percepatan proses pembebasan lahan telah terbitkannya Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah. Peraturan itu merupakan petunjuk pelaksanaan teknis dari Undang-
Undang (UU) No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ruas yang akan diprioritaskan
menggunakan aturan itu adalah ruas tol yang belum memasuki tahap perencanaan, namun
sudah masuk dalam rencana pembangunan tol nasional. Atas berlakunya peraturan ini,
pelaksanaan pengadaan tanah sepenuhnya dilaksanakan oleh BPN melalui kantor wilayah
BPN masing-masing daerah. Dengan demikian, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim
Pengadaan Tanah (TPT) akan berasal dari BPN.

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah:
penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Ganti kerugian dimaksud diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 33, Penilaian besarnya nilai
Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang

per bidang tanah, meliputi :

a. tanah;

b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan dengan tanah;

f.  kerugian lain yang dapat dinilai

Bentuk ganti kerugiannya diatur pada Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012 yang

menyatakan bahwa: Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

a. uang;
b. tanah pengganti;

c. pemukiman kembali;

d. kepemilikan saham; atau

e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 36 yang dimaksud dengan “Pemukiman
Kembali” adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke

lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah. Selanjutnya dalam
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penjelasan menjelaskan  yang dimaksud dengan “Bentuk Ganti Kerugian Melalui
Kepemilikan Saham” adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk
kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak.
Bentuk lain yang di setujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih

bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diberikan dalam proses pengadaan tanah untuk
kepentingan umum tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 71

Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. uang

b. tanah pengganti

c. pemukiman kembali;

d. kepemilikan Saham; atau

e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Terkait dengan ini maka Subekti menyatakan bahwa : “yang dimaksudkan kerugian
yang dapat diminta penggantian itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh
telah dikeluarkan (konsten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si
berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interressen) vyaitu

keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving)”.

Pemberian Ganti Kerugian dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 40, Pemberian
Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.
Dalam Penjelasan Pasal 40 Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan
langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berhalangan, Pihak yang
Berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima
kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian, Yang

berhak antara lain:

a. Pemegang hak atas tanah;

b. pemegang hak pengololaan;

c. nadzir, untuk tanah wakaf;

d. pemilik tanah bekas milik adat;

e. masyarakat hukum adat;

f.  pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;

g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
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h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 41 ayat (1) menyebutkan Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak
berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5). Pada saat pemberian Ganti Kerugian pihak yang berhak
menerima ganti kerugian wajib, melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti
penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan
tanah melalui Lembaga Pertanahan. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat
di kemudian hari. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas
kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Tuntutan
pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang
memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tanggung jawab Pihak yang
berhak menerima Ganti Kerugian. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Lebih jelas lagi Pemberian Ganti Kerugian menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal
42 ayat (1), dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian
berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan
pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian
dititipkan di pengadilan negeri setempat. (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, juga dilakukan terhadap: Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian
tidak diketahui keberadaannya; atau objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti
Kerugian : 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. Masih dipersengketakan
kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau 4. Menjadi jaminan di

bank.

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2 huruf a telah dilaksanakan atau pemberian pemberian Ganti
Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
1, kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti
haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang di kuasai langsung oleh

negara. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 pasal 44 ayat 1 Pihak yang berhak menerima Ganti
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Kerugian atau instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untu Kepentingan
Umum dapat diberikan insentif perpajakan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif

perpajakan diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi maka pihak
yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu
paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Hal ini
dijelaskan dalam Pasal 73 ayat 1 Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam ayat 2 pasal
tersebut diterangkan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri berhak memutus bentuk dan/atau
besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan
keberatan. Sementara ayat 3 menjelaskan bahwa pihak yang keberatan terhadap putusan
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling lama 14 hari kerja
dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ayat 4 menjelaskan bahwa Mahkamah
Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan

kasasi diterima.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti
Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan
tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan
tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Berdasarkan penilaian besarnya Ganti Kerugian
pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti,
permukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk lain. Hal terpenting dari aktifitas atau
perbuatan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan harus berpijak pada
dasar konstitusional yakni Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28H ayat
(4) yang menyatakan: “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik

tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
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